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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEJAHATAN PERKOSAAN 
(Studi Kasus di Polres Dairi) 

OLEH 
IPONELIS SILABAN 

NPM : 07 840 0083 
BIDANG HUKUM KEPIDANAAN 

Pembahasan skripsi ini yaitu tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum 
bagi seseorang korban kejahatan perkosaan dengan mengadak:an penelitian pada 
Polres Dairi. Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau 
menyelesaikan kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk 
melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban 
mengalami ancaman akan dilakukan perkosaan 1agi dari pelaku dan hal ini membuat 
korban takut dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat 
terbuka dan dapat dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh 
keadilan atas apa yang menimpa dirinya. 

Tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh 
undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan 
atau mengabaikan diancam dengan hukuman. 

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap 
keberadaan hukum itu sendiri da1am hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat 
di dalarn masyarakat. Jadi pada dasamya membicarakan hukum sarna dengan 
membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena elemen-elemen daripada tujuan 
hukum itu sendiri 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menyatakan, korban 
perkosaan seharusnya mendapatkan perlindungan dan restitusi. Selain harus 
mendapatkan perlindungan perlindungan hukum, fisik dan perlindungan psikis, korban 
juga berhak mengajukan upaya restitusi, agar pelaku dibebankan untuk membayar 
ganti kerugian terhadap korban dan keluarga korban. 

Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan 
korbn kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan dan 
dihormati hak-hak hukumnya Mereka kebanyakan masih menjadikan perempuan 
korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas kasus yang 
dialaminya Korban masih sering dipersa1ahkan dan tidak diberi perlindungan seperti 
apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak mempunyai perspektif 
terhadap perempuan korban perkosaan. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

Saat ini tindak pidana perkosaan merupakan kejahatan yang cukup mendapat 

perhatian di kalangan masyarakat. Sering di koran atau majalah diberitakan terjadi 

tindak pidana perkosaan. Jika mempelajari sejarah, sebenarnya jenis tindak pidana ini 

sudah ada sejak dul~ atau dapat dikatakan sebagai suatu bentuk kejahatan klasik yang 

akan selalu mengikuti perkembangan kebudayaan manusia itu sendiri, ia akan selalu 

ada dan berkembang setiap saat walaupun mungkin tidak terlalu berbeda jauh dengan 

sebelumnya. 

Kasus tindak pidana perkosaan paling banyak menimbulkan kesulitan dalam 

penyelesaiannya baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun pada tahap 

penjatuhan putusan. Selain kesulitan dalam batasan di atas, juga kesulitan pembuktian 

misalnya perkosaan atau perbuatan cabul yang umumnya dilakukan tanpa kehadiran 

orang lain.1 

Walaupun banyak tindak pidana perkosaan yang telah diproses sampai ke 

Pengadilan, tapi dari kasus-kasus itu pelakunya tidak dijatuhi hukuman yang maksimal 

sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang tercantum dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) BAB XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan 

(Pasal281 s/d 296), khususnya yang mengatur tentang tindak pidana perkosaan (Pasal 

1 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar Grafika 
Jakarta, 1996, hal. 81 
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285) yang menyatakan: "Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena 

melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun". 

Sudarto berpendapat untuk menanggulangi kejahatan diperlukan suatu usaha 

yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara politik kriminal. Kebijakan atau 

upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya merupakan bagian integral dari 

upaya perlindungan masyarakat (social defence). Oleh karena itu dapat dikatakan, 

bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah "perlindungan masyarakat untuk 

mencapai kesejahteraan masyarakat". 2 

Alasan kasus-kasus perkosaan tidak dilaporkan oleh korban kepada aparat 

penegak hukum untuk diproses ke Pengadilan karena beberapa faktor, diantaranya 

korban merasa malu dan tidak ingin aib yang menimpa dirinya diketahui oleh orang 

lain, atau korban merasa takut karena telah diancam oleh pelaku bahwa dirinya akan 

dibunuh jika melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Hal ini tentu saja 

mempengaruhi perkembangan mental/kejiwaan dari para korban dan juga berpengaruh 

pada proses penegakan hukum itu sendiri untuk mewujudkan rasa keadila'n bagi 

korban dan masyarakat. 

' 
Faktor korban berperan penting untuk dapat mengatasi atau menyelesaikan 

kasus perkosaan ini, hal ini memerlukan keberanian dari korban untuk melaporkan 

kejadian yang menimpanya kepada polisi, karena pada umumnya korban mengalami 

2 Bar<la Nawawi Ariel: Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 
Bandung. 2002, hall-2. 
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ancaman akan dilakukan perkosaan lagi dari pelaku dan hal ini membuat korban takut 

dan trauma. Diharapkan dari pengaduan ini, maka kasusnya dapat terbuka dan dapat 

dilakukan proses pemeriksaan sehingga korban akan memperoleh keadilan atas apa 

yang menimpa dirinya. 

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap 

perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan, utamanya terhadap 

kepentingan seksual laki-laki. Citra seksual perempuan yang telah ditempatkan 

sebagai obyek seksual laki-laki, ternyata berimplikasi jauh . pada kehidupan 

perempuan, sehingga dia terpaksa hams selalu menghadapi kekerasan, pemaksaan dan 

penyiksaan fisik serta psikis. Perhatian dan perlindungan terhadap kepentingan korban 

tindak pidana perkosaan baik melalui proses peradilan pidana maupun melalui sarana 

kepedulian sosial tertentu merupakan bagian mutlak yang perlu dipertimbangkan 

dalam kebijakan hukum pidana dan kebijakan kebijakan sosial, baik oleh lembaga 

eksekutif, legislatif dan yudikatif maupun oleh lembaga-lembaga sosial yang ada. 

Berdasarkan tujuan untuk mewujudkan pemerataan keadilan dan kesejahteraan 

umum, maka hak korban tindak pidana perkosaan untuk dilindungi pada dasarnya 

merupakan bagian integral dari hak asasi di bidang jaminan sosial. 

A. Pengertian dan Penegasan Judul 

Adapun skripsi penulis ini berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban 

Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus di Polres Dairi). Agar tidak menimbulkan 
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penafsiran yang berbeda maka berikut ini akan diberikan pengertian atas judul terse but 

yaitu: 

Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada 

seseorang karena terganggunya atau tercemarnya hak-hak seseorang atas dirinya 

pribadi, keluarga maupun harta bendanya. 

Bagi adalah kata depan untuk menyatakan tujuan, untuk menyatakan perihal.3 

Korban Menurut Pasall angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Teritang 

Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami 

penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pidana 

Kejahatan adalah hukum perbuatan yang jahat, perbuatan yang melanggar hukum.4 

- Perkosaan adalah termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan yang diatur 

dalam Pasal 285 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan atau 

dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di~ di 

luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun". 

3 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, PN. Balai Pustaka, 
Jakarta, 2003, hal. 86. 

4 Ibid, hal. 450. 
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Perkosaan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki 

terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hnkum 

yang berlaku melanggar". 5 

Studi Kasus di Polres Dairi adalah lokasi penelitian dilakukan. 

Berdasarkan pengertian judul di atas maka dapat diberikan penegasan 

pembahasan skripsi ini yaitu tentang perlindungan yang diberikan oleh hukum bagi 

seseorang korban kejahatan perkosaan dengan mengadakan penelitian pada Polres 

Dairi. 

B. Alasan Pemilihan Judul 

Pengaturan perlindungan korban dalam Hukum pi dana Positif Indonesia diatur 

dalam: 

1. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

Secara implisit, ketentuan Pasal 14c ayat (1) KUHP telah memberi 

perlindungan terhadap korban kejahatan. Pasal tersebut berbunyi: "Pada perintah yang 

tersebut dalam Pasa114a kecuali dalam hal dijatuhkan pidana denda, maka bersama-

sama dengan syarat umum, bahwa orang yang dipidana tak akan melakukan tindak 

pidana, hakim boleh mengadakan syarat khusus bahwa orang yang dipidana itu akan 

mengganti kerugian yang teJjadi karena tindak pidana itu, semuanya atau sebagiannya 

5 Suparman M~ , et.al, Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta, 1997, hat. 25. 
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saja, yang akan ditentukan pada perintah itu juga, yang kurang dari masa percobaan 

itu." 

Menurut ketentuan Pasal 14c ayat (1 ), begitu pula Pasal 14a dan b KUHP, 

hak.im dapat menjatuhkan pidana dengan menetapkan syarat khusus kepada terpidana 

dengan maksud guna mengganti kerugian yang ditimbulkan kepada korban. 

2. Dalam Kitab Undang-Undang Htikum Acara Pidana (KUHAP) Bah III Tentang 

Penggabungan Perkara Ganti Kerugian, Pasal 98 s/d 101, dimana korban dapat 

mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah dialaminya sekaligus 

kerugian yang dideritanya. 

3. Menurut Ketentuan Hukum Pidana di Luar KUHP dan KUHAP. 

Perlindungan korban kejahatan dapat dilihat pula pada Undang-Undang di luar 

KUHP dan KUHAP. Hanya, orientasi perlindungan terse but juga bersifat implisit dan 

abstrak. Tegasnya, perlindungan itu bukan imperatif, nyata, dan langsung. Undang

Undang dimaksud adalah sebagai berikut: 

a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Ratifikasi Konvensi Penghapusan 

Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan 

b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia 

c. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

d. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Karban 

Dengan diaturnya perlindungan hukum bagi korban kejahatan dalam ketentuan 

perundang-undangan di atas maka pada dasamya kesempatan sangat terbuka bagi 
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seorang korban perkosaan untuk mendapatkan perlindungan hukum. Tetapi kenyataan 

yang terjadi di tengah masyarakat adalah tidak demikian korban perkosaan sulrt sekali 

( 

mendapatkan perlindungan hukum, dan hal inilah yang merupakari daya tarik 

pengajuan judul skripsi ini. 

C. Permasalahan 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh korban tindak pidana 

~ 

perkosaan sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya perkosaan 

yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap kasus 

yang menimpanya. Korban tindak pidana perkosaan bisa menjadi korban ganda dalam 

proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak adil dalam proses 

untuk mencari keadilan itu sendiri. 

Dari uraian di atas, maka ruang lingkup dalam penelitian ini dapat dirumuskan 

sebagai berikut : 

1. Apa ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan? 

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

korban tindak pidana perkosaan? 

D. Hipotesa 

Dalam sistem berpikir yang teratur, maka hypotesa sangat perlu dalam 

melakukan penyelidikan suatu penulisan Skripsi jika ingin mendapat suatu kebenaran 

yang hakiki. Hipotesa merupakan jawaban sementara yang dibuat sebagai landasan 
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atau pedoman dalam penulisan/pembahasan Skripsi. Artinya harus dibuktikan 

kebenarannya berdasarkan pembahasan yang pada akhirnya dapat ditarik suatu 

kesimpulan. 

Karena kedudukan hypotesa itu hanyalah sebagai pendapat sementara saja, 

maka dalam pembahasan tidaklah selalu terikat dengan hipotesa, tetapi tergantung dari 

pada objektifitas atau fakta yang ada. 

Dari uraian di atas yang menjadi hypotesa penulis adalah sebagai berikut : 

1. Ide dasar perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan adalah 

taruma yang dialami korban akibat peristiwa perkosaan itu sendiri. 

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

korban tindak pidana perkosaan adalah dengan cara memberikan terapi dan 

konseling kepada korban perkosaan perkosaan. 

E. Tujuan Pembahasan 

Apabila kita melakukan sesuatu perbuatan malca pada umumnya kita 

mempunyai tujuan tertentu, demikian juga halnya di dalam pembuatan Skripsi ini juga 

mempunyai tujuan tertentu yang ingin dicapai di dalam pembahasan nantinya. 

F 

Sehubungan dengan pembahasan skripsi ini, yang menjadi tujuan pokok 

penulis adalah sebagai berikut : 

1. Untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada 

Fakultas Hukum Universitas Medan Area, di mana hal ini merupakan kewajiban 

bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya. 
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2. Untuk. memberikan sumbangan pemikiran kepada masyarakat tentang batasan 

pengertian perkosaan. 

3. Untuk. memperdalam ilmu pengetahuan penulis tentang hukum terutama tentang 

pelaksanaan perlindungan hukum bagi korban perkosaan. 

F. Metode Pengumpulan Data 

Pada pembahasan Skripsi ini penulis memakai kedua metode pengumpu1an 

data tersebut, yakni : 

1. Penelitian kepustakaan (Library research), di mana penulis membaca buku-buku 

yang ada hubungannya dengan skripsi ini dan sekaligus mengutip pendapat para 

sarjana yang ada kaitannya dengan skripsi ini. 

2. Penelitian kelapangan (Field resarch), di mana penulis mendatangi langsung ke 

Polres Dairi serta meminta data tentang judul Skripsi ini, kemudian penulis 

memberikan tanggapan atas kasus tersebut, sehingga diketahui perbandingan 

antara teori dan praktek di lapangan. 

G. Sistematika Penulisan 

Dalam membantu penulis dan pembaca untuk pemahaman suatu Skripsi perlu 

dibuat sistematika (gambaran isinya) dengan menguraikan secara singkat materi

materi yang terdapat di dalam uraian mulai dari bab I sampai dengan bab yang terakhir 

sehingga tergambar hubungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. 

J adi gambaran isi yang dimaksud adalah sebagai berikut : 
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PENDAHULUAN 

Dalam bab ini akan diuraikan pembahasan tentang : Pengertian dan 

Penegasan JuduL Alasan Pemilihan Judul, Permasalahan, Hipotesa, 

Tujuan Penulisan, Metode Pengumpulan Data serta Gambaran lsi. 

BAB II. PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN 

Dalam bab ini akan diuraikan pembabasan tentang : Pengertian Tindak 

Pidana, Pengertian Perkosaan, Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan, dan 

Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan. 

BAB III. TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 

KORBAN PERKOSAAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Pengertian Perlindungan Hukum, 

Pengertian Korban Perkosaan, Jenis-Jenis Korban Perkosaan, serta 

Penderitaan Korban Perkosaan. 

BAB N. PROSES PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI 

KORBAN PERKOSAAN 

Dalam bab ini akan dibahas tentang : Perlindungan Hukum Terhadap 

Korban Tindak Pidana Perkosaan, Proses Hukum Terhadap Pelaku Tindak 

Pidana Perkosaan, Perlakuan Korban Tindak Pidana Perkosaan Selama 

Proses Peradilan Pidana, Upaya-Upaya Yang Dapat Dilakukan Untuk 

Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana 

Perkosaan serta Sanksi Hukuman Bagi Pelaku Tindak Pidana Perkosaan,. 
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BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini merupakan bab penutup di mana didalamnya akan diberikan 

Kesimpulan dan Saran. 
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BABII 

PENGERTIAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PERKOSAAN 

A. Pengertian Tindak Pidana 

Berdasarkan literatur hukum pidana sehubungan dengan tindak pidana banyak 

sekali ditemukan istilah-istilah yang memiliki makna yang sama dengan tindak pidana. 

Istilah-istilah lain dari tindak pidana tersebut adalah antara lain : 

1. Perbuatan melawan hukum. 

2. Pelanggaran pidana 

3. Perbuatan yang boleh dihukum. 

4. Perbuatan yang dapat dihukum.6 

Menurut R. Soesilo, tindak pidana yaitu suatu perbuatan yang dilarang atau 

yang diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka 

orang yang melakukan atau mengabaikan dian cam dengan hukuman. 7 

Menurut Moeljatno "peristiwa pidana itu ialah suatu perbuatan atau rangkaian 

perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan undang-

undang lainnya terhadap perbuatan mana diadakan tindakan penghukuman Simons, 

peristiwa pidana adalah perbuatan melawan hukum yang berkaitan dengan kesalahan 

(schuld) seseorang yang mampu bertanggung jawab, kesalahan yang dimaksud oleh 

6 Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 
1983, him. 32. 

7 R. Soesilo, Pokok-Pokolc Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politeia, 
Bogor, 1991, him. 11. 

12 
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Simons ialah kesalahan yang meliputi dolus dan culpulate. 8 

Secara dogmatis masalah pokok yang berhubungan dengan huk.um pidana 

adalah membicarakan tiga hal, yaitu : 

1. Perbuatan yang dilarang. 

Dimana dalam pasal-pasal ada dikemuk.akan masalah mengenai perbuatan 

yang dilarang dan juga mengenai masalah pemidanaan seperti yang termuat dalam 

Titel XXI Buk.u ll KUH Pidana 

2. Orang yang melakukan perbuatan dilarang. 

Tentang orang yang melakukan perbuatan yang dilarang (tindak pidana) yaitu : 

setiap pelaku yang dapat dipertanggung jawabkan secara pidana atas perbuatannya 

yang dilarang dalam suatu undang-undang. 

3. Pi dana yang diancamkan. 

Tentang pidana yang diancamkan terhadap si pelaku yaitu hukuman yang 

dapat dijatuhkan kepada setiap pelaku yang melanggar undang-undang, baik 

hukuman yang berupa huk.uman pokok maupun sebagai hukuman tambahan.9 

Pembentuk Undang-undang telah menggunakan perkataan "Straajbaarfeif' 

yang dikenal dengan tindak pidana. Dalam Kitab Undang-undang hukum Pidana 

' 
(KUHP) tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud 

dengan perkataan "Straajbaarfeif' .10 

8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 2002, hlm. 62. 
9 Pipin Syarifin, Hukum Pidana di Indonesia, Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 44. 
10 ibid., hlm. 45. 
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Perkataan "feif' itu sendiri di dalam Bahasa Belanda berarti "sebagian dari 

suatu kenyataan" atau "een gedeele van werkwlijkheid'' sedang "straaf baar" berarti 

"dapat di hukum'' hingga cara harafia perkataan "straafbaarfeit" itu dapat 

diterjemahkan sebagai "sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum" oleh 

karena kelak diketahui bahwa yang dapat di hukum itu sebenarnya adalah man~sia 

sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan ataupun tindakan.11 

Oleh karena seperti yang telah diuraikan diatas, temyata pembentuk Undang-

undang telah memberikan suatu penjelasan mengenai apa yang sebenar-nya telah 

dimaksud dengan perkataan "straajbaarfoif' sehingga timbullah doktrin tentang apa 

yang dimaksud dengan "straajbaarfeit" 

Hazewinkel Suringa dalam Hilaman memberi defenisi tentang 

"straajbaarfeif' adalah sebagai perilaku manusia yang pada saat tertentu telah 

ditolak didalam suatu pergaulan hidup dan dianggap sebagai perilaku yang harus 

ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat 

memaksa yang terdapat didalamnya.12 

Selanjutnya Van Hamel memberi defenisi tentang "straajbaarfeif' sebagai 

suatu serangan atas suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.13 

Menurut Pompe straajbaarfeit dirumuskan sebagai "suatu pelanggaran 

norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah 

11 Ibid., hlm. 46. 
12 Hilman Hadikusuma, Bahasa Hukum Indonesia, Alumni, BandlDlg, 1992, hlm. 21. 
13 EY Kanter dan SR Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Storia Graflka, Jakarta, 

him. 102. 
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dilakukan oleb seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut 

adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan tetjaminya kepentingan umum.14 

Simons memberi defenisi "straajbaarfeif' adalah sebagai suatu tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja 

oleh seorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan yang oleh 

Undang-undang telah dinyatakan suatu tindakan yang dapat di hukum. 

Hukum pidana Indonesia mengenal istilah tindak pidana. Istilah ini di pakai 

sebagai pengganti perkataan straajbaarfeit, yang berasal dari Bahasa Belanda. 

Tindak pidana merupakan suatu pengeritan dasar dalam hukum pidana. Tindak 

pidana adalah suatu pengertian yuridis. Lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau 

kejahatan yang dapat diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis. 

Mengenai isi dari pengertian tindak pidana ada kesatuan pendapat di antara 

para sru.jana Menulut ajaran Causalitas (hubungan sebab akibat) di sebutkan pada 

dasarnya setiap orang harus bertanggung jawab atas segala perbuatan yang 

dilakukannya, namun harus ada hubungan kausa antara perbuatan dengan akibat yang 

di larang dan di ancam dengan pidana. Hal ini tidak selalu mudah , peristiwa 

merupakan rangkaian peristiwa serta tiada akibat yang timbul tanpa sesuatu 

sebab. 

Kemampuan bertanggung jawab, menurut Kitab Undang-Undang Pidana 

Indonesia seseorang yang dapat dipidana tidak cukup apabila orang tersebut telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, 

14 Ibid., him. 103. 

Iponelis Silaban – Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus di Polres Dairi)



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

16 

akan tetapi dalam penjatuhan pidana orang tersebut juga barns memenuhi syarat 

"Bahwa orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. 

Dengan perkataan lain orang tersebut dapat dipertanggung jawabkan atas 

perbuatannya atau ji.ka dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya itu dapat 

dipertanggung jawabkan" , disini berlaku asas tiada pidana tanpa kesalahan (Nulla 

poena sine culpa)15
. 

Berdasarkan rumusan di atas disebutkan bahwa untuk adanya pertanggung 

jawaban pidana diperlukan syarat bahwa pembuat mampu bertanggung jawab. 

Tidaklah mungkin seseorang dapat dipertanggung jawabkan apabila ia tidak mampu 

untuk di pertanggung jawabkan. 

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan rumusan 

tentang pertanggung jawaban pidana Akan tetapi dalam literatur hukum pidana 

Indonesia dijumpai beberapa pengertian untuk pertanggung jawaban pi dana yaitu : 

1. Simons16 

Simons menyatakan kemampuan bertanggung jawab dapat diartikan sebagai suatu 

keadaan psychis sedemikian, yang membenarkan adanya penerapan sesuatu upaya 

pemidanaan, baik dilihat dari sudut umum maupun orangnya, kemudian Simons 
/ 

menyatakan bahwa seseorang mampu bertanggung jawab. 

2. Van Hamel17 

15 lbid., him. 105. 
16 Ibid., him. l03. 
17 ibid., him. I 04. 
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Van Hamel menyatakan bahwa pertanggung jawaban pidana adalah suatu keadaan 

normalitas psyhis dan kematangan yang membawa adanya kemampuan pada diri 

perilalru. 

3. Van Bemmelen 18 

Van Bemmelen menyatakan bahwa seseorang dapat dipertanggung jawabkan ialah 

orang yang dapat mempertahankan hidupnya dengan cara yang patut. 

B. Pengertian Perkosaan 

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang disusun oleh W.J.S. 

Poerwadarminta, pengertian perkosaan dilihat dari etiologi/asal kata yang dapat 

diuraikan sebagai berikut: 

Perkosa Gagah, paksa, kekerasan, perkasa. 

Memperkosa 1) Menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan: 

2) Melanggar (menyerang dan sebagainya) dengan kekerasan. 

Perkosaan 1) Perbuatan memperkosa; penggagahan; paksaan; 

2) Pelanggaran dengan kekerasan19 

Soetandyo Wignjosoebroto seperti yang dikutip oleh Supannan Marzuki20
, 

' 
mendefinisikan perkosaan sebagai berikut: "Perkosaan adalah suatu usaha 

18 Ibid., hlm. 105. 
19 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1984, 

bal. 741 
20 Suparman Marzuki (et.al), Pelecehan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Yogyakarta, 1997, hal. 25 
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melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan 

cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar". 

Wirdjono Prodjodikoro mengungkapkan bahwa perkosaan adalah: "Seorang 

laki-laki yang memaksa seorang perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh 

dengan dia, sehingga sedemikian rupa ia tidak dapat melawan, maka dengan terpaksa 

ia mau melakukan persetubuhan itu". 21 

R. Sugandhi, mendefinisikan perkosaan adalah sebagai berikut: "Seorang pria 

yang memaksa pada seorang wanita bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan 

dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah 

masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang kemudian mengeluarkan air 

Nursyahbani Kantjasungkana (seperti yang dikutip oleh Abdul Wahid dan 

Muhammad Irfan) berpendapat bahwa perkosaan adalah salah satu bentuk kekerasan 

terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap 

kepentingan laki-laki.23 

Back's Law Dictionary, yang dikutip oleh Topo Santoso, merumuskan 

perkosaan atau rape sebagai berikut: " ... unlawful/ sexual intercourse with a female 

without her consent. The unlawful/ carnal knowledge of a woman by a man forcibly 

21 Wirdjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Eresco, Bandung, 
1986, hal. 11 

22 R. Sugandhi, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan Penje/asannya, Usaha 
Nasional, Surabaya, 1980, bal. 302 

23 Abdul Wahid dan Muhammad Jrfan, Perlindungan Terhadap Karban Kekerasan Seksual: 
Advokasi At as Hak Asasi Perempuan, Refika Aditama, Bandung,200 1, hal. 27 
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and against her will. The act of sexual intercourse committed by a man with a woman 

not his wife and without her consent, committed when the woman 's resistance is 

overcome by force of fear, or under prohibitive conditions .. . "24 
( ••• hubungan seksual 

yang melawan hukumltidak sah dengan seorang perempuan tanpa persetujuannya 

Persetubuhan secara melawan hukum/tidak sah terhadap seorang perempuan oleh 

seorang laki-laki dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kehendaknya. 

Tindak persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap seorang 

perempuan bukan istrinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika perlawanan 

perempuan tersebut diatasi dengan kekuatan dan ketakutan, atau di bawah keadaan 

penghalang ... ) 

Dalam kamus tersebut dijelaskan bahwa: Seorang laki-laki yang melakukan 

'sexual intercourse' dengan seorang perempuan yang bukan istrinya dinyatakan 

bersalah jika; 

1) Dia memaksa perempuan itu untuk tunduk/menyerah dengan paksa atau dengan 

ancaman akan segera dibunuh, dilukai berat, disakiti atau diculik, akan dibebankan 

pada orang lain, atau 

2) Dia telah menghalangi kekuatan perempuan itu untuk menilai atau mengontrol 

perbuatannya dengan memberikan obat-obatan, tanpa pengetahuannya, racun atau 

bahan·bahan lain dengan tujuan untuk mencegah perlawanannya; atau 

3) Perempuan itu dalam keadaan tidak sadar. 

4) Perempuan itu di bawah usia 10 tahun. 

24 Topo Santoso, Seksualitas Dan Hukum Pidana, IND.IDLL-CO, Jakarta, 1997, hal. 17 
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Menurut Z.G. Allen dan Charles F. Hemphill, yang dikutip oleh Abdul Wahid 

dan Muhammad Irfan, perkosaan adalah: "an act of sexual intercourse wiyh a female 

resist and her resistence is overcome by force"25
• (suatu persetubuhan dengan 

perlawanan dari perempuan dan perlawanannya diatasi dengan kekuatan). 

Perum.usan di atas mengandung pengertian bahwa korban (wanita) tidak 

memberikan persetujuan. Hal ini tampak dengan digunakannya istilah resists dengan 

konsekuensi lebih lanjut overcome by force. Menurut Steven Box, yang dikutip oleh 

Made Darma Weda, pengertian perkosaan adalah: 

" ... rape constitute a particular act of sexual access, namely the penis penetrating the 

vagina without consent of the female concerned ... "26
• ( •.• perkosaan merupakan 

sebuah fakta dari hubungan seks~ yaitu penis penetrasi ke dalam vagina tanpa 

persetujuan dari perempuan ... ). 

C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Perkosaan 

Perkosaan dapat digolongkan sebagai berikut: 

a. Sadistic Rape 
Perkosaan sadistis, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresif berpadu 
dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak menikmati 
kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, 1pelainkan melalui 
serangan yang mengerikan atas alat kelamin dan tubuh korban. 

b. Anger Rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas yang menjadi sarana 
untuk menyatakan dan melampiaskan rasa geram dan marah yang tertahan. 
Tubuh korban disini seakanakan merupakan obyek terhadap siapa pelaku 

25 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Perlindungan Terhadap Karban Kekerasan Seksual 
Advokasi Atas Hak Perempuan, Refika Aditama, Bandung. 2001, bal. 65 

26 Made Danna Wcda, Kriminologi, Raja Grafindo Pcrsada, Jakarta, 1996, hal. 71 
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yang memproyeksikan pemecahan atas frustasi-frustasi, kelemahan, kesulitan 
dan kekecewaan hidupnya. 

c. Domination Rape 
Y aitu suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk gigih atas 
kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya adalah penaklukan 
seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap memiliki keinginan 
berhubungan seksual. 

d. Seductive Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang merangsang yang 
tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya korban memutuskan bahwa 
keintiman personal hams dibatasi tidak sampai sejauh persenggamaan. 
Pelaku pada umumnya mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh 
karena tanpa itu tidak mempunyai perasaan bersalah yang menyangkut seks. 

e. Victim Precipitated Rape 
Yaitu pcrkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan korban 
sebagai pcncetusnya. 

f. Exploitation Rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan melakukan 
hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan mengambil 
keuntungan yang berlawanan dengan posisi perempuan yang bergantung 
padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya istri yang diperkosa oleh 
suaminya atau pembantu rumah tangga yang diperkosa oleh majikannya, 
sedangkan pembantunya tidak mempersoalkan atau mengadukan kasusnya 
ini kepada pihak yang berwajib.27 

Jenis-jenis perkosaanjuga dapat dibedakan44: 

a. Perkosaan yang pelakunya sudah dikenal korban 
1) Perkosaan oleh suami atau mantan sua.Ini Perkosaan juga dapat terjadi 

dalam suatu perkawinan, karena suami maerasa berhak untuk memaksa 
istrinya berhubungan seks kapan saja sesuai dengan keinginannya tanpa 
mempedulikan keinginan sang istri. Bahkan tidak jarang terjadi banyak 
mantan suami yang merasa masih berhak untuk memaksakan hubungan 
seks pada mantan istripya 

2) Perkosaan oleh ternan kencan atau pacar Ternan kencan atau pacar bisa 
memaksa korban untuk berhubungan seks dengan berbagai dalih; karena 
ia sudah menghabiskan uang untuk menyenangkan korban, karena 
mereka pemah berhubungan seks sebelum itu, karena korban dianggap 
sengaja memancing birahi, atau karena si pacar sudah berjanji akan 
mengawini korban. ajakan untuk berhubungan seks masih termasuk 
wajar bila si perempuan masih punya kesempatan untuk menolak dan 

27 Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, Op Cit, bal. 4647 
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penolakannya itu dihonnati oleh pacarnya. Bujuk rayu pun masih hisa 
dianggap normal hila kegagalan memhujuk tidak diikuti oleh tindakan 
pemaksaan. Tetapi kalau pacar perempuan itu sampai memaksakan 
kehendakny~ itu sudah berarti suatu kasus perkosaan. Sekalipun oleh 
pacar sendiri, jika perempuan itu sudah menolak dan berkata "tidak" tapi 
pacarnya nekat melakukannya itu herarti perkosaan. Kasus perkosaan 
seperti ini sangat jarang didengar orang lain karena korhan malu dan 
takut dipersalahkan orang. 

3) Perkosaan oleh atasan/majikan Perkosaan terjadi antara lain hila seorang 
perempuan dipaksa berhuhungan seks oleh atasan atau majikannya 
dengan ancaman akan di PHK hila menolak, atau dengan ancaman
ancaman Jain yang berkaitan dengan kekuasaan si atasan atau majikan. 

4) Penganiayaan seksua1 terhadap anak-anak Seorang anak perempuan atau 
anak laki-laki dapat diperkosa oleh lelaki dewasa. Masalah ini sangat 
peka dan sulit. Anak-anak yang menjadi korhan tidak sepenuhnya paham 
akan apa yang menimpa mere~ khususnya hila anak itu mempercayai 
pelaku. Kalaupun si anak melapor kepada ihu, nenek atau anggota 
keluarga yang lain, besar kemungkinan laporannya tidak diguhris, tak 
dipercaya, hahkan dituduh berhobong dan herkhayal, hiasanya mereka 
menyangkal kejadian itu hanya dengan alasan "tidak mungkin 
bapak/kakek/paman/dsh tega herhuat begitu". 

b. Perkosaan oleh orang tak dikenal 
Jenis perkosaan ini sangat menakutkan, namun lebih jarang tetjadi daripada 
perkosaan dimana pelakunya dikenal oleh korban. 
l) Pcrkosaan berarnai-ramai 

Seorang perempuan bisa disergap dan diperkosa secara bergiliran oleh 
sekelompok orang yang tidak dikenal. Ada kalanya teijadi perkosaan 
oleh satu orang tidak dikenal, kemudian orang-orang lain yang 
menyaksikan kejadian tersehut ikut melakukannya. Seringkali te:tjadi 
beberapa orang remaja memperkosa seorang gadis dengan tujuan agar 
mereka dianggap "jantan" atau untuk membuktikan "kelelakian" nya. 

2) Perkosaan di penjara 
Di seluruh duni~ banyak perempuan diperkosa oleh polisi atau penjaga 
penjara setelah mereka ditahan atau divonis kurungan. Bahkan perkosaan 
juga umum teijadi antar penghuni lemhaga pemasyarakatan laki-laki, 
untuk menunjukkan hahwa si pemerkosa lebih kuat dan berkuasa 
daripada korbannya. 

3) Perkosaan dalam perang atau kerusuhan 
Para serdadu yang sedang berada di tengah kancah perternpuran sering 
memperkosa perempuan di wilayah yang mereka duduki, untuk menakut
nakuti musuh atau untuk mempermalukan mereka. Pcrkosaan beramai
ramai dan perkosaan yang sistematis (sengaja dilakukan demi memenuhi 
tujuan politis atau taktis tertentu), misalnya kejadian yang menimpa 
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kaum perempuan Muslim Bosnia. Tujuan perkosaan semacam ini adalah 
untuk unjuk kekuatan dan kekuasaan di hadapan musuh. Demikian juga 
halnya di Indonesia, dahulu di masa penjajahan Belanda dan Jepang, 
banyak perempuan pribumi dikurung dalam tangsi atau kamp tentara, 
dipaksa masuk perdagangan seks atau menjadi budak nafsu para prajurit, 
dan kalau menolak mereka akan dibunuh begitu saja sehingga banyak 
yang terpaksa melakukannya demi menyelamatkan nyawa. Bisa juga 
perempuan-perempuan itu terpaksa menuruti kemauan tentara demi 
menyelamatkan anak-anak dan keluarga mereka (termasuk suami), atau 
demi untuk mendapatkan makanan yang sulit diperoleh di tengah 
peperangan. 28 

Mulyana W. Kusuma, dengan mengutip LSM Kalyanamitra, memaparkan 

berbagai mitos dan fakta sekitar pcrkosaan sebagai berikut: 

Dalam perspektif mitos: 
a. Perkosaan merupakan tindakan impulsive dan didorong oleh nafsu birahi 

yang tidak terkontrol; 
b. Korban diperkosa oleh orang asing (tidak dikenal korban), orang yang sakit 

jiwa, yang mengintai dari kegelapan; 
c. Perkosaan hanya terjadi di antara orang-orang miskin dan tidak terpelajar; 
d. Perempuan diperkosa karena berpenampilan yang mengundang perkosaan 

(berpakaian minim, berdandan menor, berpenampilan menggoda, dan 
sebagainya); 

e. Perkosaan terjadi di tempat yang beresiko tinggi: di luar rumah, sepi, gelap 
dan di mal am hari; 

f. Perempuan secara tersamar memang ingin diperkosa. 
Sementara faktanya: 
a. Perkosaan bukanlah nafsu birahi, tidak terjadi seketika. Ia merupakan 

kekerasan seksual dan manifestasi kekuasaan yang ditujukan pelaku atas 
korbannya. Sebagian besar perkosaan merupakan tindakan yang 
direncanakan; 

b. Banyak pelaku perkosaan adalah orang yang dikenal baik oleh korban. Pada 
kenyataannya, banyak perkosaan bisa menimpa siapa saja, tidak peduli 
cantik atau tidak, semua umur , semua kelas sosial; 

c. Pcrkosaan tidak ada hubungannya dengan penampilan seseorang. Perkosaan 
dapat terjadi pada anak-anak di bawah umur dan juga pada orang lanjut usia; 

28 LBPP DERAP-W ARAPSARI, Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Menjadi 
Korban Kekerasan, Bacaan Bagi Awak Ruang Pelayanan Khusus-Police Woman Desk, Gugus Gratis, 
Jakarta, 2001, hal.29-31 
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d. Hampir setengah dari jumlah perkosaan terjadi di rumah korban, disiang 
hari; 

e. Korban perkosaan tidak pemah merasa senang dan tidak mengharapkan 
perkosaan. Trauma perkosaan sulit hilang seumur hidup29

• 

Adapun karakteristik utama (khusus) tindak pidana perkosaan menurut Kadish 

yaitu bukan ekspresi agresivitas seksual (the aggressive axpression of sexuality) tapi 

ekspresi seksual agresivitas (sexual expression of aggression)46. Artinya, perwujudan 

keinginan seks yang dilakukan secara agresif, bersifat menyerang atau memaksa lawan 

jenia (pihak) lain yang dapat dan dianggap mampu memenuhi kepentingan nafsunya. 

Karak.teristik umum tindak pidana perkosaan: 

a. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap perkosaan; 
b. Motivasi kekerasan lebih menonjol dibandingkan dengan motivasi seksual 

semata-mata; 
c. Secara psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak mengandung 

masalah kontrol dan kebencian dibandingkan dengan hawa nafsu; 
d. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam tiga bentuk, yaitu: anger 

rape, power rape dan sadistis rape. Dan ini direduksi dari anger dan violation, 
control and domination, erotis; 

e. Ciri pelaku perkosaan: mispersepsi pelaku atas korban, mengalami 
pengalaman buruk khususnya dalam hubungan personal ( cinta), terasing 
dalam pcrgaulan sosial, rendah diri, ada ketidakseimbangan emosional; 

f. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan Miethe, 4-19% 
tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian (partisifcasi) korban; 

g. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan °. 
Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya dilakukan 

' 

pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. Kekerasan yang menimpa 

korban bukan hanya berdampak merugikan ketahanan fisikmya, namun juga 

29 Topo Santoso, Op Cit, haJ. 13-14 
30 Romli Atmasasmita, Kapita Se/ekta Hukum Pidana dan Krimino/ogi, Mandar Maju, 

Bandung, 1995, hal. 56. 
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ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk yang membuat korban tidak berdaya ini 

berdampak buruk lebih lanjut pada persoalan penegakan hukumnya 

D. Perkosaan Sebagai Delik Kesusilaan 

Menurut Gerson W. Bawengan28, ada tiga pengertian kejahatan menurut 

penggunaannya, yaitu : 

1. Pengertian secara praktis 
Kejahatan adalah pelanggaran atas norma-norma keagamaan, kebiasaan, 
kesusilaan dan norma yang berasal dari adat istiadat yang mendapat reaksi, 
baik berupa hukwnan maupun pengecualian. 

2. Pengertian secara religius 
Kejahatan identik dengan dosa dan setiap dosa terancam dengan hukuman 
apineraka. 

3. Pengertian secara yuridis 
Kejahatan yang telah dirumuskan dalam undang-undang, seperti dalam 
KUHP.3t 

Kartini Kartono menyatakan, bahwa secara sosiologis kejahatan adalah semua 

bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosio-

psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma susila, dan 

menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang

undang, maupun yang belum tercakup dalam undang-undang).32 

Beberapa pengertian kejahatan di atas ~enunjukkan bahwa ada tolak ukur 

terhadap suatu perbuatan dipandang sebagai kejahatan, yaitu berdasarkan norma-

31 Abdul Wahid dan Muhammad lrfan, Op.Cit, hal. 27 
32 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, hal. 126 

Iponelis Silaban – Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus di Polres Dairi)



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

26 

nonna yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusilaan, norma 

kesopanan maupun norma hukum. 

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bah XIV tentang 

Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah 

delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kesusilaan33 diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan 

sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang 

lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup 

luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakaf4
• 

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh35 hendaknya 

tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi 

hal-hal yang termasuk. dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku 

dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, 

penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan ken a 

33 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besa.r 
Pustaka, Jakarta, 1997, bal. 980; 

34Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan H~ ':'" "": -
Bandung, 1996, hal. 291; 

35 Tongat, Hukurn .Pidana Materiil Tinjauan Atas TF. ~ •• ~ 
Dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, hal. 109; 
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norma yang hidup dimasyarakat, baik itu norma agama, norma kesusil~ norma 

kesopanan maupun norma hukum. 

Dalam KUHP, tindak pidana perkosaan diatur pada Buku II Bah XIV tentang 

Kejahatan terhadap Kesusilaan. Secara singkat dan sederhana, delik kesusilaan adalah 

delik yang berhubungan dengan (masalah) kesusilaan. Dalam Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Kesusilaan33 diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan adab dan 

sopan santun; perilaku susila. Namun untuk menentukan seberapa jauh ruang 

lingkupnya tidaklah mudah, karena pengertian dan batas-batas kesusilaan itu cukup 

luas dan dapat berbeda-beda menurut pandangan dan nilai-nilai yang berlaku di dalam 

masyarakae4
• 

Dalam penentuan delik-delik kesusilaan, menurut Roeslan Saleh35 hendaknya 

tidak dibatasi pada pengertian kesusilaan dalam bidang seksual, tetapi juga meliputi 

hal-hal yang termasuk dalam penguasaan norma-norma kepatutan bertingkah laku 

dalam pergaulan masyarakat, misalnya meninggalkan orang yang perlu ditolong, 

penghinaan dan membuka rahasia. Sementara jika diamati berdasarkan kenyataan 

sehari-hari, persepsi masyarakat tentang arti kesusilaan lebih condong kepada 

33 Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi II. Balai 
Pustaka, Jakarta, 1997, hal. 980; 

3"Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hulcum Pidana, PT.Citra Aditya Bakti, 
Bandung, 1996, hal. 291; 

Js Toogat, Hukum .Pidana Materiil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum 
Dalam KUHP, Djambatan, Jakarta, 2003, bal. 109; 
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kelakuan yang benar atau salah, khususnya dalam hubungan seksual36 (behaviour as to 

right or wrong, especially in relation to sexual matter). 

Tindak pidana perkosaan termasuk salah satu kejahatan terhadap kesusilaan 

yang diatur dalam Pasal285 KUHP, yang berbunyi: "Barangsiapa dengan kekerasan 

atau dengan ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di 

luar pemik.ahan, diancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling 

lama dua belas tahun". 

Dalam ketentuan Pasal 285 diatas terdapat unsur-unsur untuk membuktikan 

ada atau tidaknya tindak pidana perkosaan, unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai 

berikut34: 

a Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan 

b. Memaksa seorang wanita 

c. Bersetubuh di luar perkawinan dengan dia (pelaku) 

ad a) Adanya kekerasan atau ancaman kekerasan, artinya mempergunakan tenaga atau 

kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau 

dengan segala senja~ menyepak, menendang, dan sebagainya sampai orang itu jadi 

pingsan atau tidak berdaya. 

ad b) Memaksa seorang wani~ artinya dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa perempuan yang bukan iastrinya bersetubuh dengan dia. 

36 Leden Marpaung, Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya, Sinar 
Grafika, Jakarta, 2004, hal. 3; 
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ad c) Bersetubuh di luar perka~ artinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan 

perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota kelamin laki

laki hams masuk ke anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan mani 

dengan wanita yang bukan istrinya. 

Sementara tindak pidana perkosaan menurut RUU KUHP diatur dalam Bab 

XVI Tentang Tindak Pidana Kesusilaan Bagian Kelima Tentang Perkosaan dan 

Perbuatan Cabul Paragraf 1, yang berbunyi: "Dipidana karena melakukan tindak 

pidana perkosaan, dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 

12 tahun: 

1) Lald~laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, 

bertentangan dengan kehendak perempuan tersebut. 

2) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan di luar perkawinan, 

tanpa persetujuan perempuan tersebut. 

3) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan, dengan persetujuan 

perempuan tersebut, tetapi persetujuan tersebut dicapai melalui ancaman untuk 

dibunuh atau dilukai. 

4) Laki-laki yang melakukan 'persetubuhan dengan perempuan, deng~ persetujuan 

perempuan tersebut karena perempuan tersebut percaya bahwa laki-laki tersebut 

adalah suaminya yang sah. 

5) Laki-laki yang melakukan persetubuhan dengan perempuan yang berusia di bawah 

14 (em pat be las) tahun, dengan persetujuannya; atau 
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6) Laki-Jaki yang melakukan persetubuhan dengan peremp~ padahal diketahui 

bahwa perempuan tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya". 
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BABIII 

TINJAUAN TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN 

PERKOSAAN 

A. Pengertian Perlindungan Bukum 

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan 

terhadap keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang 

terdapat di dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan 

membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena elernen-elemen daripada tujuan 

hukum itu sendiri 

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan 

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama Keadaan tertib yang umum 

menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan 

minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. 

Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang 

berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi 

keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian 

hukum. Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan 

yang utama adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum 

memerlukan sesuatu yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara 

umum adalah tertib, dan bukan sebaliknya, " tata tertib hukum sebenamya merupakan 

kepentingan objektif dan sebenamya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, 

30 
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jika dibiarkan, keadaan umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib. ".37 

Perlindungan huknm sebenamya juga merupakan manife~i dari suatu 

keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan, dimana 

manusia merasa adil secara kolektif karena adanya hukum. Kebebasam eksistensial 

yang individual itu hanya bisa ada, jika ditempatk:an umum pada pembatasan ko-

eksistensial yang kolektif. Daripada menggunakan kebebasan semata-meta untuk 

terus-menerus melakukan ofensif guna mempertabankan diri secara individual, adalah 

lebih rasional untuk mengalihkan sebagian dari kekebasan eksistensial itu menjadi 

pembatasan ko eksistensial guna memperoleh keamanan kolektif. Usaha untuk 

menyelenggarakan pergaulan hidup yang mampu mewujudkan keamanan kolektif itu 

rupanya memang mempunyai sejarah panjang. 

Apeldoom, misalnya merujuk kepada pikiran yang hidup di kalangan bangsa 

German pada 500 tahun SM, ketika dia menyatakan bahwa tujuan hukum adalah untuk 

mengatur pergaulan hidup secara damai.38 Istilah damai pada masa itu (dan juga masih 

dalam khazanah Bahasa Belanda sekarang, vrede) adalah apa yang kini disebut 

sebagai perlindungan hukum. 39 

Karena hukum adalah sesuatu yang berlaku umum dan tidak secara sebagaian 

atau bersifat deskriptif, tertib hukum menjadi tertib yang berlaku umum. Hukum dapat 

mempertahankan perdamaian (atau tertib hukum itu) hanya jika dia berhasil menjaga 

37 Budiono Kusumohamidjojo, Ketertiban Yang Adil, Grasindo, Jakarta, 1999, hal. 121 . 
38 Ibid, hal. 122 
39 Ibid, hal. 123. 
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keseimbangan antara kepentingan manusia yang tidak selalu tidak bertentangan satu 

sama lain. Artinya perlindungan hukum itu hanya bisa ditegakkan, jika dia 

mendatangkan keadilan bagi mereka yang berkepentingan terhadap keadaan hukum 

ito, karena dimanapun hukum meleindungi kepentingan dan cita-cita dasar manusia 

yang sama seperti keamanan jiwa, kebebasan untuk mengurus diri sendiri, bentuk-

bentuk hak milik tertentu (yang sangat berbeda satu sama lain), struktur-struktur kerja 

sama dan tukar-menukar yang adil, dan seterusnya. Jika tidak, manusia akan berusaha 

untuk memperoleh keadilan bagi dirinya sendiri dengan cara apa saja, yang kalau 

perlu dengan mengorbankan ketertiban umum itu. 

Masalahnya adalah suatu perlindungan hukum pasti menghasilkan ketertiban 

umum, tetepai ketertiban umum belum tentu merupakan hasil dari perlindungan 

hukum. Perlindungan hukum menjadi tertib hukum hanya karena dia mengandung 

keadilan, sehingga didukung oleh masyarakat sebagai subjek hukum umum. 

B. Pengertian Korban Perkosaan 

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan korban, korban adalah seseorang yang mengalami 

' 
penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu 

tindak pi dana. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, korban adalah (orang) yang 
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menderita kecelakaan karena perbuatan (hawa nafsu dsb) sendiri atau orang lain40
• 

Menurut l.S. Susanto korban dibagi dalam 2 (dua) pengertian, yaitu dalam arti 

sempit dan dalam arti luas. Korban dalam arti sempit adalah korban kejahatan, 

sedangkan dalam arti luas meliputi pula korban dalam berbagai bidang seperti korban 

pencemaran, korban kesewenang-'wenangan dan lain sebagainya.41 

Menurut Boy Mardjono Reksodiputro, ada 4 (empat) pengertian korban yaitu: 

1) Korban kcjahatan konvensional seperti pembunuhan, perkosaan, 
penganiayaan, pencurian. 

2) Korban kejahatan non konvensional seperti terorisme, pembajakan, 
perdagangan narkotika secara tidak sah, kejahatan terorganisasi dan 
kejahatan melalui computer. 

3) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan ekonomi (illegal 
abuses of economic power) seperti pelanggaran terhadap peraturan 
perburuhan, penipuan konsumen, pelanggaran terhadap peraturan 
1ingkungan, penyelewengan di bidang pemasaran dan perdagangan oleh 
perusahaan-perusahaan trans- nasional, pelanggaran peraturan devisa, 
pelanggaran pcraturan pajak dan lain sebagainya 

4) Korban penyalahgunaan secara melawan hukum kekuasaan umum (illegal 
abuses of public power) seperti pelanggaran terhadap hak asasi manusia, 
penyalahgunaan wewenang oleh alat penguasa, termasuk penangkapan serta 
penahanan yang melanggar hukum dan lain sebagainya.42 

Menurut Arif Gosita, korban perkosaan adalah seorang wanita, yang dengan 

kekerasan atau dengan ancaman kekerasan dipaksa bersetubuh dengan orang lain di 

luar perkawinan43
• Dari defmisi di atas dapat ditarik beberapa pengertian sebagai 

berikut: 

1) Korban perkosaan hams seorang wanita, tanpa batas umur ( obyek) 

40 W.J.S. Poerwadarminta. Loc Cit 
41 I.S. Susanto, Kriminologi, Fakultas Hukum UNDIP, Semarang,1995, hal. 89 
•

2 J.E. Sahetapi, Viktimologi Sebuah Bunga Rampai, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1987, hal. 
67. 

43 Arif Gosita, Relevansi Viktimologi Dengan Pelayanan Terhadap Para Korban Perkosaan 
(Beberapa Catatan), IND.HlLL-CO, Jakarta, 1987, hal. 12 
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sedangkan ada juga lak.i-laki yang diperkosa oleh wanita. 
2) Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Ini berarti tidak 

ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan tindakan perlakuan 
pelaku. 

3) Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang ingin dicapai dengan 
melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap wanita tertentu. 44 

Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuses of 

Power mendefinisikan korban sebagai berikut: "Victims" means persons who, 

individually, or collectively, have suffered harm, including physical or mental injury, 

emotional suffering, economic loss or substantial impairment of their fundamental 

rights, through acts or ommisions that are in violation of criminal laws operative 

within Member States, including those laws proscribing criminal abuse of power. 

(Korban kejahatan diartikan sebagai orang yang secara perseorangan atau bersama-

sama, menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental, penderitaan 

emosional, kerugian ekonomis atau pelemahan substansial dari hak-hak dasar mereka, 

melalui tindakan atau kelalaian yang merupakan pelanggaran terhadap hukum yang 

berlaku di negara-negara anggota termasuk hukum-hukum yang melarang 

penyalahgunaan kekuasaan yang bersifat pidana). 

C. Jenis-Jenis Korban Perkosaan 

J enis-jenis korban perkosaan meliputi: 

a. Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih 

memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban hingga kemudian 

44 Ibid, hal. 12-13 
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muncullah berbagai jenis korban, yaitu53: 

1) Nonparticipating victims, yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya 
penanggulangan kejahatan. 

2) Latent victims, yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu 
sehingga cenderung menjadi korban. 

3) Procative victims, yaitu mereka yang menimbulkan rangsangan terjadinya 
kejahatan 

4) Participating victims, yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan 
dirinya menjadi korban. 

5) False victims, yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang 
dibuatnya sendiri. 45 

b. Menurut Arif Gosita, jenis-jenis korban perkosaan adalah sebagai berikut: 

1) Korban Murni, terdiri atas: 
a) Korban perkosaan yang belum pemah berhubungan dengan pihak pelaku 

sebelum perkosaan; 
b) Korban perkosaan yang pemah berhubungan dengan pihak pelaku 

sebelum perkosaan. 
2) Korban Ganda 

Adalah korban perkosaan yang selain mengalami penderitaan selama 
diperkosa, juga mengalami berbagai penderitaan mental, fisik, dan sosial, 
misalnya: mengalami ancaman-ancaman yang mengganggu jiwanya, 
mendapat pelayanan yang tidak baik selama pemeriksaan Pengadilan, tidak 
rnendapat ganti kerugian, mengeluarkan uang pengobatan, dikucilkan dari 
masyarakat karena sudah cacat khusus, dan lain-lain. 

3) Korban Semu 
Adalah korban yang sebenamya sekaligus juga pelaku. Ia berlagak diperkosa 
dengan tujuan mendapat sesuatu dari pihak pelaku. 
a) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena kehendaknya sendiri; 
b) Ada kemungkinan ia berbuat demikian karena disuruh, dipaksa untuk 

berbuat demikian demi kepentingan yang menyuruh. Dalam pengertian 
tertentu, pelaku menjadi korban tindakanjahat lain.46 

c. Ezzat abdul Fathah, membedakan kategori korban sebagai berikut: 

1) Korban non-partisipatif 
Y aitu mereka yang mempunyai sikap menolak atau anti terhadap kejahatan 

45 Dikdik M. AriefMansur-Eiisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Karban Kejahatan-Antara 
Norma dan Rea/ita, PT. RadjaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal. 49 

46 Arif Gosita, Loc Cit 

Iponelis Silaban – Perlindungan Hukum Bagi Korban Kejahatan Perkosaan (Studi Kasus di Polres Dairi)



----------------------------------------------------- 
© ️Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang 
----------------------------------------------------- 
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber 
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah 
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 16/8/24 
 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id)16/8/24 
 
 
 

Access From (repository.uma.ac.id) 

UNIVERSITAS MEDAN AREA

36 

dan pelaku kejahatan, serta tidak berperan serta dalam hal timbulnya 
kejahatan yang ditujukan terhadap mereka. 

2) Korban yang bersifat Iaten 
Adalah mereka yang mempunyai cirri-ciri tertentu yang cenderung 
menempatkan diri mereka sebagai pihak korban dari suatu bentuk kejahatan 
tertentu. 

3) Korban yang tidak berhubungan 
Adalah mereka-mereka yang sama sekali tidak berhubungan dengan pelaku 
kejahatan. Pelaku kejahatan biasanya melakukan perbuatannya semata-mata 
atas keputusannya sendiri dan tidak ada hubungan sama sekali dengan 
kondisi korban. 

4) Korban provokatif 
Terdiri dari korban-korban yang telah bersikap atau berbuat sesuatu terhadap 
pelaku kejahatan, sehingga pelaku terdorong menjadikan mereka sebagai 
korban. Dengan demikian untuk kategori ini korbanlah yang mendahului 
berbuat sesuatu sehingga pelaku terdorong untuk melakukan kejahatan. 

5) Korban presipitatif 
Adalah mereka yang menjadi korban meskipun mereka tidak melakukan 
apapun terhadap pelaku kejahatan. Seseorang yang karena ceroboh dan 
sembrono menimbulkan godaan bagi pelaku kejahatan untuk berbuat jahat 
kepadanya 

6) Korban lemah fisik 
Terdiri dari kelompok orang yang mempunyai cirri-ciri fisik atau mental 
tertentu sehingga dengan cirri-ciri tersebut mendorong seseorang untuk 
melakukan kejahatan. Mereka yang termasuk dalam golongan ini adalah 
wanita dan anak-anak di bawah umur yang menjadi korban kejahatan. 

7) Korban dirinya sendiri. 
Ialab golongan orang yang sekaligus menjadi korban dan pelaku. Misalnya, 
pecandu obat-obat terlarang, pecandu alkohol, judi, dan lain-lain47

. 

d. Menurut Mendelson, korban dapat dibedakan menjadi 5 (lima) rnacam dengan 

berdasar pada derajat kesalahannya, yaitu: 

1) Yang sarna sekali tidak bersalah. 

2) Yang menjadi korban karena kelalaiannya sendiri. 

3) Yang sama bersalahnya dengan pelaku. 

47 Ibid, hal. 36 
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4) Yanglebih bersalah daripada pelaku. 

5) Korban adalah satu-satunya yang bersalah. 48 

e. Steven Schafer, dalam kaitannya dengan peranan korban mengemukakan beberapa 

tipe korban yang dikaitkan dengan pertanggungjawaban, yaitu: 

1) "unrelated victims", adalah mereka yang tidak mempunyai hubungan apapun 
dengan si penjahat kecuali si penjahat yang telah melakukan kejahatan 
terhadapnya. Pada tipe ini tanggung jawab terletak penuh di tangan penjahat. 

2) ''provocative victims", adalah mereka yang melakukan scsuatu terhadap 
pelaku dan konsekuensinya mereka menjadi korban. Korban dalam hal ini 
merupakan pe1aku utama. Pada tipe ini yanggung jawab terletak: pada dua 
belah pihak yaitu korban dan pelaku. 

3) "precipitative victims", merupakan perilaku korban yang tanpa disadari 
mendorong pelaku untuk berbuat jahat. Pada tipe ini tanggung jawab terletak 
pada pelaku. 

4) "biologically weak victims", adalah mereka yang mempunyai bentuk fisik 
dan mental tertentu yang mendorong orang melakukan kejahatan 
terhadapnya, sebagai contoh anak: kecil, orang berusia lanjut, perempuan, 
orang yang cacat fisik dan mental. Pada tipe ini yang bertanggung jawab 
adalah masyarakat dan pemerintah, karena tidak mampu melindungi korban 
yang tidak berdaya. 

5) "socially weak victims", adalah mereka yang tidak diperhatikan oleh 
masyarakat sebagai anggota, misalnya kaum imigran dan kelompok 
minoritas. Pada tipe ini pertanggung jawaban terletak pada penjahat dan 
masyarak:at. 

6) "self-victimizing victims", adalah mereka yang menjadi korban karena 
perbuatannya sendiri, seperti kecanduan narkotika, homo seksual, dan 
perjudian. Pada tipe ini tanggungjawab terletak penuh pada pelaku yang juga 
menjadi korban. 

7) "political victims", adalah mereka yang menderita karena lawan politiknya. 
Pada tipe ini tidak ada yang dapat dipertanggungjawabk~49 • 

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer 

mengatakan pada prinsipnya terdapat 4 (empat) tipe korban, yaitu: 

1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi 

48 Ibid 
49 Dikdik M. AriefMansur-Elisatris Gultom, Op Cit, hal. 50 
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korban. Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku. 
2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang 

merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban 
dinyatak:an turut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga 
kesalahan terletak pada pelaku dan korban. 

3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak
anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan 
minotitas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi 
korban. korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah 
yang harus bertanggung jawab. 

4) Korban karena ia sendiri merupakan pelalru. Inilah yang dikatakan sebagai 
kejahatan tanpa korban. Pelacuran, peljudian, zina, merupakan beberapa 
kejabatan yang tergolong kejabatan tanpa korban. pihak yang bersalah adalab 
korban karena ia juga scbagai pelaku. 50 

f. Ditinjau dari pengertian korban kejahatan yang terdapat pada angka 1 

"Declaration of basic principles of justice for victims of crime and abuse of 

power" pada tanggal 6 September 1985, dapat diuraikan bahwa korban kejahatan: 

1) Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan ada yang kolektif. Korban 
individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban 
dilakukan secara nyata, sedangkan korban kolektif adalah korban yang sulit 
diidentifikasi. 

2) Ditinjau dari jenisnya, korban kejahatan ada yang bersifat langsung yaitu 
korban kejahatan itu sendiri dan tidak langsung (korban semu/abstrak) yaitu 
masyarakat. 51 

g. Sellin dan Wolf membuat klasifikasi korban menjadi 5 (lima) golongan, yaitu: 

1) Viktimisasi primer, yaitu korban individual. Jadi korbannya orang 
perorangan atau bukan kelompok. 

2) Viktimisasi sekunder, Q.imana yang menjadi korban adalah kelompok seperti 
badan hukum. 

3) Viktirnisasi mutual, terjadi karena sikap atau perilaku korban yang 
menyetujui terjadinya kejahatan terhadap dirinya 

4) Viktimisasi tertier, korban yqang timbul alcibat adanya penyelenggaraan 
tertib sosial. 

5) Tidak ada viktimisasi, disini bukan berarti tidak ada korban yang timbul, 

50 Ibid, hal. 79. 
51 Ibid, hal. 80. 
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melainkan korban tidak segera dapat diketahui. 52 

D. Penderitaan Korban Perkosaan 

Tindak kekerasan seksual yang terjadi dalam realita kehidupan sehari-hari 

mengakibatkan dalam diri perempuan timbul rasa takut, was-was dan tidak aman. 

Apalagi ditunjang dengan posisi korban yang seringkali tidak berdaya dimata praktek 

peradilan pidana. Artinya, derita korban tidak dijembatani oleh penegak hukum, dalam 

hal ini hakim, yang berkewajiban menjatuhkan vonis. Terbukti, putusan-putusan yang 

dijatuhkan tidak sebanding dengan kejahatan yang dilakukan pada korban. 

Pentahapan penderitaan korban tindak pidana perkosaan dapat dibagi sebagai 

berikut: 

I. Sebelum Sidang Pengadilan 
Korban tindak pidana perkosaan menderita mental, fisik dan sosial karena ia 
berusaha melapor pada polisi dalam keadaan sakit dan terganggu jiwanya. 
Kemudian dalam rangka pengumpulan data untuk bukti adanya tindak pidana 
perkosaan, ia harus menceritakan peristiwa yang menimbulkan trauma 
kepada polisi. Korban juga merasa ketakutan dengan ancaman pelaku akibat 
melapor sehingga akan ada pembalasan terhadap dirinya. 

2. Selama Sidang Pengadilan 
Korban tindak pidana perkosaan hams hadir dalam persidangan pengadilan 
atas ongkos sendiri untuk menjadi saksi. Korban dalam memberikan 
kesaksian harus mengulang cerita mengenai pengalaman pahitnya dan 
membuat rekonstruksi peristiwa perkosaan. Ia dihadapkan pada pelaku yang 
pemah memperkosanya sekaligus orang yang dibencinya. Selain itu ia hams 
menghadapi pembela atau pengacara dari pihak pelaku yang berusaha .... 
menghilangkan kesalahan pelaku. Jaksa dalam pcradilan pidana, mewakili 
pibak korban. Tetapi dapat terjadi perwak:ilannya tidak menguntungkan 
pihak korban. Tidak jarang terjadi bahwa korban menghadapi pelaku tindak 
pidana perkosaan yang lebih mampu mental, fisik, sosial daripada dirinya. 
Disini temyata perlu disediakan pendamping atau pembela untuk pihak 

52 Ibid, hal. 82. 
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korban tindak pidana perkosaan. 
3. Setelah Sidang Pengadilan 

Setelah selesai sidang pengadilan, korban tindak pidana perkosaan masih 
menghadapi berbagai macam kesulitan, terutama tidak mendapat ganti 
kerugian dari siapapun. Pemeliharaan kesehatannya tetap menjadi 
tanggungannya. Ia tetap dihinggapi rasa takut akan ancaman dari pelaku. Ada 
kemungkinan ia tidak diterima dalam keluarganya serta lingkungannya 
seperti semula, oleh karena ia telah cacat. Penderitaan mentalnya bertambah, 
pengetahuan bahwa pelaku tindak pidana perkosaan telah dihukum bukanlah 
penanggulangan permasalahan. 53 

Permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh perempuan korban tindak 

kekerasan seksual sangatlah kompleks. Permasalahan yang dihadapi tidak hanya 

perkosaan yang terjadi pada dirinya, namun juga terjadi dalam proses hukum terhadap 

kasus yang menimpanya Perempuan korban tindak kekerasan seksual bisa menjadi 

korban ganda dalam proses persidangan dan bisa juga mendapat perlakuan yang tidak 

adil dalam proses untuk mencari keadilan itu sendiri. 

Hal itu tersebut senada dengan pendapat dari Rahma Sugihartanti yang 

menyatakan, "dapat kita bayangkan, bagaimana mungkin seorang perempuail yang 

lembut dan lugu dapat bertahan hila selama pemeriksaan mereka kembali 

'ditalanjangi' dan harus mengulangi kembali kisah berikut rekonstruksi aib perkosaan 

yang dialaminya". Belum lagi hila perempuan yang menjadi korban perkosaan itu 

menjadi bulan-bulanan berita pers. Detail peristiwa perkosaan yang diekspose pers 

mungkin justru menjadi semacam "perkosaan bam" yang tak kalah memalukan bagi 

korban.54 

53 Arif Gosita, Op Cit, hal. 17-20 
54 Bagong Suyanto dan Emy Susanti Hendrarso, Wanita, Dari Subordinasi dan Marginalisasi 

Menzlju ke Pemberdayaan, Airlangga Univrsity Press, Surabaya, 1996, hal. 15 
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Pemyataan di atas senada dengan pendapat dari Lidya Suryani W. dan Sri 

Wurdani yang menyatakan, "berbeda dengan korban kejahatan konvensionallainnya, 

korban perkosaan mengalami penderitaan lahir maupun batin. Keputusan korban 

untuk melaporkan kejadian yang menimpa dirinya pada pihak yang berwajib bukanlah 

keputusan yang mudah. Peristiwa yang begitu traumatik dan memalukan harus 

dipaparkan kembali secara kronologis oleh korban. Belum lagi sikap dan perlakuan 

aparat penegak hukum yang kadang memandang sebelah mata terhadap korban, 

karena pandangan umum selama ini terhadap korban perkosaan adalah sebagai orang 

yang buruk laku. Prosedur pemeriksaan sejak dari penyidikan, penuntutan hingga 

pemeriksaan di pengadilan harus dilalui oleh korban, sama seperti korban kejahatan 

lain apabila memperjuangkan hak perlindungan hukumnya. Proses peradilan pidana 

demikian menambah daftar penderitaan korban"55
• 

Bagong Suyanto memaparkan pula, "anak-anak korban perkosaan (chield 

rape) adalah kelompok yang paling sulit pulih. Mereka cenderung akan menderita 

trauma akut. Masa depannya akan hancur, dan bagi yang tidak kuat menanggung 

beban, maka pilihan satu-satunya akan bunuh diri. Aib, perasaan merasa tercemar dan 

kejadian yang biadab itu akan terns menerus mengahantui korban, sehingga tidak 

' 
jarang mereka memilih menempuh jalan pintas untuk melupakan serta mengakhiri 

d . 56 semua pen entaannya . 

Markom dan Dolan menyebutkan tentang akibat yang lebih parah, "perkosaan 

55 Ibid, hal. 66. 
56 Ibid, hal. 67. 
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adalah keadaan darurat baik secara psikologis maupun medis. Tujuan dari prosedur ini 

(penangan.an medis korban kasus perkosaan) termasuk luka-luka fisik, intervensi krisis 

dengan dukungan emosional, propylaksis untuk penyakit kelamin dan pengobatan 

terhadap kemungkinan terjadinya kehamilan". 57 

Berbagai pendapat pakar mengenai akibat perkosaan di atas dapat disimpulkan 

sebagai berikut: 

1. Penderitaan secara psikologis, seperti merasa tidak lagi berharga akibat kehilangan 

keperawanan (kesucian) dimata masyarakat, dimata suami, calon suami (tunangan) 

atau pihak-pihak lain yang terkait dengannya. Penderitaan psikologis lainnya 

dapat berupa kegelisahan, kehilangan rasa percaya diri, tidak lagi ceria, sering 

menutup diri atau menjauhi kehidupan ramai, tumbuh rasa benci (antipati) 

terhadap lawan jenis dan curiga berlebihan terhadap pihak-pihak lain yang 

bermaksud baik padanya. 

2. Kehamilan yang dimungkinkan dapat terjadi. Hal ini dapat berakibat lebih fatal 

lagi bilamana janin yang ada tumbuh menjadi besar (tidak ada keinginan untuk 

diabortuskan). Artinya, anak yang dilahirkan akibat perkosaan tidak memiliki 

kejelasan statusnya secara yuridis dan norma keagamaan. 

' 
3. Penderitaan fisik, artinya akibat perkosaan itu akan menimbulkan luka pada diri 

korban. Luka bukan hanya terkait pada alat vital (kelamin perempuan) yang robek, 

namun tidak menutup kemungkinan ada organ tubuh lainnya yang luka bilamana 

korban lebih dulu melakukan perlawanan dengan keras yang sekaligus mendorong 

57 Ibid, hal. 69. 
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pelakunya untuk berbuat lebih kasar dan kejam guna menaklukkan perlawanan 

dari korban. 

4. Tumbuh rasa kekurang-percayaan pada penanganan aparat praktisi hukum, 

bilamana kasus yang ditanganinya lebih banyak menyita perhatiannya, sedangkan 

penanganan kepada tersangka terkesan kurang sungguh-sungguh. Korban merasa 

diperlakukan secara diskriminasi dan dikondisikan makin menderita kejiwaannya 

atau lemah mentalnya akibat ditekan secara terus-menerus oleh proses 

penyelesaian perkara yang tidak kunjung berakhir. 

5. Korban yang dihadap.kan pada situasi sulit seperti tidak lagi merasa berharga 

dimata masyarakat, keluarga, suami dan calon suami dapat saja terjerumus dalam 

dunia prostitusi. Artinya, tempat pelacuran dijadi.kan sebagai tempat pelampiasan 

diri untuk membalas dendam pada laki-laki dan mencari penghargaan. 

Sudah diungkapkan bahwa korban perkosaan mengalami penderitaan pada saat 

perkosaan dan berlanjut berminggu-minggu, berbulan-bulan bahkan sepanjang sisa 

hidupnya. Mereka sangat menyesali dirinya sendiri. Secara sederhana dampak 

perkosaan dapat dibedakan menjadi: 

1. Dampak secara fisik 

Antara lain: sakit asma, menderita migrain, sulit tidur, sakit ketika berhubungan 

seksual, luka pada bibir (lesion on lip caused by scratch), luka pada alat kelamin, 

kesulitan huang air besar, luka pada dagu, infeksi pada alat kelamin, kemungkinan 

tidak dapat melahirkan anak, penyakit kelamin, inveksi pada panggul, dan lain

lain. 
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2. Dampak. secara mental 

Antara lain: sangat takut sendirian, takut pada orang lain, nervous, ragu-ragu 

(kadang paranoia), sering terkejut, sangat khawatir, sangat hati-hati dengan orang 

asing, sulit mempercayai seseorang, tidak percaya lagi pada pria, takut dengan 

pria, tak.ut akan sex, merasa bahwa orang lain tidak menyukainya, dingin ( secara 

emosional), sulit berhadapan dengan publik dan temantemannya, membenci apa 

saja, menarik dirilmengisolasi diri, mimpi-mimpi b~ dan lain-lain. 

3. Dampak. dalam kehidupan pribadi dan sosial 

Antara lain: ditinggalkan ternan dekat, merasa dikhianati, hubungan dengan suami 

memb~ tidak. menyukai sex, sulit jatuh cinta, sulit membina hubungan dengan 

pria, tak.ut bicara dengan pria, menbghindari setiap pria, dan lain-lain. 
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A. Kesimpulan 

BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) masih memperlakukan perempuan 

korbn kekerasan (perkosaan) sebagai obyek, bukan subjek yang harus didengarkan 

dan dihormati hak-hak hukumnya Mereka kebanyakan masih menjadikan 

perempuan korban perkosaan menjadi korban kedua kalinya (revictimisasi) atas 

kasus yang dialaminya. Korban masih sering dipersalahkan dan tidak diberi 

perlindungan seperti apa yang dibutuhkannya. Aparat (polisi, hakim, jaksa) tidak 

mempunyai perspektif terhadap perempuan korban perkosaan. 

2. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap 

korban tindak pidana perkosaan 

a. Sebelum Sidang Pengadilan. Pada waktu korban melapor, ia ditempatkan di 

Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang 

tertutup dan nyaman di kesatuan Polri, dimana perempuan dan anak yang 

menjadi korban kekerasan atau pelecehan seksual dapat melaporkan kasusnya 

dengan aman kepada Polwan yang empatik, penuh pengertian dan profesional. 

b. Selama Sidang Pengadilan. Selama proses sidang pengadilan, korban dalam 

memberikan kesaksian didampingi oleh anggota LBHILSM supaya korban 

dapat lebih tenang dan tidak merasa takut dalam persidangan. Mengingat 

korban masih labil psikisnya dan merasa tertekan setelah menjalani 
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pemeriksaan selama proses peradilan, maka upaya pendampingan sangat 

dibutuhkan oleh korban. Apalagi dalam persidangan, korban hams 

dipertemukan lagi dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga 

akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. 

c. Sesudah Sidang Pengadilan. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, 

maka sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, maka korban 

berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mengetahui dalam hal 

terpidana dibebaskan, mendapatkan identitas baru, mendapatkan tempat 

kediaman baru, memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan, mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya 

hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir. 

B. Saran 

1. Aparat penegak hukum (polisi, jaksa, hakim) dalam memberi pelayanan dan 

perlindungan kepada perempuan korban perkosaan seyogyanya dilandasi oleh rasa 

kemanusiaan, dan dalam menangani kasus perkosaan tidak hanya menggunakan 

landasan KUHP saja melainkan juga menggunakan Undang-Undang di luar KUHP 

(tidak menggunakan sangkaan pasal tunggal. 

2. Negara Indonesia telah meratiflkasi Convention on the Elimination of All Forms of 

Discrimination Against Women-CEDA W) dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita, seyogyanya dalam RUU KUHP tentang masalah 
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perkosaan juga melihat ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang tersebut 

sehingga terdapat pasal-pasal yang bertujuan untuk memberi perlindungan 

terhadap perempuan korban kekerasan (perkosaan). 

; 
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